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ABSTRAK 
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk 
mengetahui bagaimana Hak atas Merek sebagai 
Hak Kekayaan Intelektual dan Perlindungan 
Merek secara internasional dan bagaimana 
perlindungan hukum terhadap konsumen dari 
merek palsu ditinjau dari Undang-Undang 
Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan 
Indikasi Geografis. Dengan menggunakan 
metode penelitian yuridis normatif, 
disimpulkan: 1. Era perdagangan global, 
Perlindungan merek secara internasional 
dimulai pada Konvensi Paris Union tahun 1883 
dan terakhir di Stockholm tahun 1967 dimana 
Indonesia turut didalamnya, kemudian 
melahirkan. perjanjian internasional yang lain 
seperti TRT dan WIPO di Wina pada tahun 
1973. 2. Perlindungan hukum terhadap 
konsumen dari merek palsu secara juridis telah 
dilindungi dalam Persetujuan TRIPs dan 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang 
Merek dan Indikasi Geografis, terutama dalam 
Article 22 (1), yang menegaskan asal suatu 
barang termasuk jasa yang melekat dengan 
reputasi, karakteristik dan kualitas suatu barang 
yang dikaitkan dengan wilayah tertentu 
dilindungi secara hukum, tidak berasal dari 
wilayah sebagaimana disebutkan.  
Kata kunci: Perlindungan hukum, konsumen, 
merek palsu. 

 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 
tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 1 
angka 2 disebutkan bahwa konsumen adalah 
setiap orang pemakai barang dan jasa yang 
tersedia dalam masyarakat, baik bagi 
kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, 
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maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk 
diperdagangkan. Berkaitan dengan hal-hal 
diatas, maka konsumen perlu dilindungi secara 
hukum dari kemungkinan kerugian yang 
dialaminya.  

Berita-berita yang mengungkapkan 
perbuatan curang pelaku usaha yang 
menimbulkan kerugian bagi konsumen seperti 
berita tentang biskuit beracun, makanan yang 
kadaluwarsa, dan sebagainya yang 
menimbulkan kerugian bagi konsumen. 
Masalah perlindungan konsumen bukan 
semata-mata masalah orang perorangan tetapi 
masalah bersama, karena pada dasarnya semua 
orang adalah konsumen sebab itu melindungi 
konsumen adalah melindungi semua orang.3 

Dalam menganalisis dan menjelaskan 
kejahatan pelaku usaha dan bagaimana ganti 
rugi kepada konsumen, jika berbicara tentang 
pertanggungjawaban hukum, mau tidak mau, 
kita harus berbicara ada tidaknya suatu 
kerugian yang telah diderita suatu pihak 
sebagai akibat (dalam hal hubungan konsumen 
pelaku usaha) dari penggunaan pemanfaatan, 
serta pemakaian oleh konsumen atas barang 
atau jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha 
tertentu. 

Upaya terpenting dalam memberikan 
perlindungan kepada konsumen adalah melalui 
peraturan perundang-undangan. Dalam 
undang-undang tentang perlindungan 
konsumen dikatakan bahwa pemerintah 
bertanggung jawab atas pembinaan, 
penyelenggaraan, perlindungan konsumen 
yang menjamin diperolehnya hak konsumen 
dan pelaku usaha.  

Indonesia adalah negara yang bergabung 
bersama bangsa-bangsa di dunia di bawah 
organisasi internasional yang dikenal dengan 
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau UNO 
(United Nation Organization). Di dalam UNO, 
ada membawahi bidang yang berkaitan dengan 
Hak Kekayaan Intelektual, yaitu UNESCO 
(United Nations Educational, Scientific and 
Cultural Organization). Di UNESCO 
kelembagaan kelembagaan yang membawahi 
urusan Hak Kekayaan Intelektual, yaitu WIPO 
(Word Intellectual Property Rights 
Organization) dan membawahi berbagai 
konvensi internasional antara lain Putaran 
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Uruguay (Uruguay Round) tahun 1986 yang 
menghasilkan isu baru diantaranya isu dalam 
bidang Hak Kekayaan Intelektual. Sebagai hasil 
akhir dari Putaran Uruguay yang disepakati 
tanggal 15 April 1994 diantaranya memuat isu 
Hak Kekayaan Intelektual yakni TRIPs ( The 
Agreement on Trade Aspects of Intellectual 
Property Rights),yang kemudian mengatur 
tentang perlindungan atas merek dan indikasi 
geografis dan oleh Indonesia telah diresepsi 
dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 
sebagaimana telah diubah dalam Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2016, yang akan 
dibahas dalam skripsi ini. 
  
B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Hak atas Merek sebagai Hak 
Kekayaan Intelektual dan Perlindungan 
Merek secara internasional? 

2. Bagaimana perlindungan hukum 
terhadap konsumen dari merek palsu 
ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 
Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi 
Geografis? 

 
C. Metode Penulisan 

Penelitian ini merupakan bagian dari 
penelitian hukum kepustakaan yakni dengan 
cara meneliti bahan pustaka atau yang 
dinamakan penelitian hukum normatif”.4  

 
PEMBAHASAN 
A. Hak atas Merek sebagai Hak Kekayaan 

Intelektual dan Perlindungan Merek 
secara Internasional 

Hak merek secara eksplisit disebut sebagai 
benda immaterial dalam konsiderans Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek 
dan Indikasi Geografis bagian menimbang butir 
a, yang berbunyi: “bahwa di dalam era 
perdagangan global, sejalan dengan konvensi 
internasional yang telah diratifikasi Indonesia, 
peranan Merek dan Indikasi Geografis menjadi 
sangat penting terutama dalam menjaga 
persaingan usaha yang sehat, berkeadilan, 
perlindungan konsumen, serta perlindungan 
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan industri 
dalam negeri”. 
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Dengan merek, produk barang atau jasa 
sejenis dapat dibedakan asal muasalnya, 
kualitasnya serta keterjaminan bahwa produk 
itu original. Kadangkala yang membuat harga 
suatu produk menjadi mahal bukan produknya, 
tetapi mereknya. Merek adalah sesuatu yang 
ditempelkan atau dilekatkan pada satu produk, 
tetapi ia bukan produk itu sendiri. Sering kali 
setelah barang dibeli, mereknya tak dapat 
dinikmati oleh si pembeli. Merek mungkin 
hanya menimbulkan kepuasan saja bagi 
pembeli. Benda materiilnyalah yang dapat 
dinikmati. Merek itu sendiri ternyata hanya 
benda immaterial yang tidak dapat 
memberikan apapun secara fisik. Inilah yang 
membuktikan bahwa merek itu merupakan hak 
kekayaan immaterial. 

Suatu hal yang perlu dipahami dalam setiap 
kali menempatkan hak merek dalam kerangka 
hak atas kekayaan intelektual adalah bahwa, 
kelahiran hak atas merek itu diawali dari 
temuan-temuan dalam bidang hak atas 
kekayaan intelektual lainnya, misalnya hak 
cipta. Pada merek ada unsur ciptaan, misalnya 
desain logo, atau desain huruf. Ada hak cipta 
dalam bidang seni. Oleh karena itu, dalam hak 
merek bukan hak cipta dalam bidang seni itu 
yang dilindungi, tetapi mereknya itu sendiri, 
sebagai tanda pembeda. Dari contoh tersebut 
dapat dikemukakan bahwa merek itu terbatas 
hanya pada penggunaan atau pemakaiannya 
pada produk-produk yang dipasarkan dan 
mengandung nilai ekonomis. Ada suatu benda 
tak berwujud yang terdapat pada hak merek 
itu, jadi bukan seperti apa yang terlihat atau 
yang terjelma dalam setiap produk, yang 
terlihat atau yang terjelma itu adalah, 
perwujudan dari hak merek itu sendiri yang 
ditempelkan pada produk barang atau jasa.  

 
Perlindungan Merek secara Internasional 

Di samping peraturan perundang-undangan 
nasional tentang merek, masyarakat/konsumen 
juga terikat dengan peraturan merek yang 
bersifat Internasional seperti pada Konvensi 
Paris Union yang diadakan tanggal 20 Maret 
1883, yang khusus diadakan untuk memberikan 
perlindungan pada hak milik perindustrian 
(Paris Convention for the Protection of 
Industrial Property). Mula-mula konvensi ini 
ditandatangani oleh 11 negara peserta, 
kemudian anggotanya bertambah hingga pada 
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tanggal 1 Januari 1976 berjumlah 82 negara, 
termasuk Indonesia. 

Indonesia belum turut serta dalam 
perbaikan-perbaikan dari Paris Union 
Convention yang telah diadakan di Lisabon 
tahun 1958 dan terakhir di Stockholm pada 
tahun 1967. Karena merupakan peserta pada 
Paris Convention ini, maka Indonesia juga turut 
serta dalam International Union for the 
Protection of Industrial Property yaitu 
organisasi Uni Internasional khusus untuk 
memberikan perlindungan pada Hak Milik 
Perindustrian, yang sekarang ini sekretariatnya 
turut diatur oleh Sekretariat Internasional 
WIPO ( World Intellectual Property), berpusat di 
Jenewa, Swiss. WIPO merupakan salah satu dari 
14 “ specialized agencies” dari Perserikatan 
Bangsa-Bangsa (PBB UNO).5  

 
B.  Perlindungan Hukum terhadap konsumen 

atas merek palsu ditinjau dari Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang 
Merek dan Indikasi Geografis 
Ketentuan sebagaimana diatur dalam 

persetujuan TRIPs oleh Indonesia telah 
diresepsi dalam Undang-Undang Nomor 15 
Tahun 2001 yang dimuat dalam Pasal 56 sampai 
dengan Pasal 59, yang kemudian diubah 
dengan Undang-Undang yang baru Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek 
dan Indikasi Geografis yang dimuat dalam Pasal 
53 sampai dengan Pasal 71. 

Uraian lebih rinci tentang ketentuan 
tersebut dapat dilihat sebagai berikut: 
Pasal 53: 
(1) Indikasi geografis dilindungi setelah Indikasi 

Geografis didaftar oleh Menteri. 
(2) Untuk memperoleh perlindungan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Pemohon Indikasi Geografis harus 
mengajukan Permohonan kepada Menteri. 

(3) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) merupakan: 
a. lembaga yang mewakili masyarakat di 

kawasan geografis tertentu yang 
mengusahakan suatu barang dan/atau 
produk berupa: 
1. sumber daya alam; 
2. barang kerajinan tangan; atau 
3. hasil industri. 
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b. Pemerintah daerah provinsi atau 
kabupaten/kota. 

(4) Ketentuan mengenai pengumuman, 
keberatan, sanggahan, dan penarikan 
kembali sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 14 sampai dengan Pasal 19 berlaku 
secara mutatis mutandis bagi Permohonan 
pendaftaran Indikasi Geografis. 

Pasal 54: 
(1) Permohonan yang diajukan oleh Pemohon 

yang bertempat tinggal atau 
berkedudukan tetap di luar wilayah 
Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib 
diajukan melalui Kuasanya di Indonesia. 

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) hanya dapat didaftar apabila 
Indikasi Geografis tersebut telah 
memperoleh pengakuan dari pemerintah 
negaranya dan/atau terdaftar sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku di negara 
asalnya. 

Pasal 55: 
(1) Indikasi Geografis dapat pula didaftarkan 

berdasarkan perjanjian internasional. 
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai 

pendaftaran Indikasi Geografis dari luar 
negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
54 diatur dengan Peraturan Menteri. 

Pasal 56: 
(1) Permohonan Indikasi Geografis tidak dapat 

didaftar jika: 
a. bertentangan dengan ideologi negara, 

peraturan perundang-undangan, 
moralitas, agama, kesusilaan dan 
ketertiban umum; 

b. menyesatkan atau memperdaya 
masyarakat mengenai reputasi, 
kualitas, karakteristik, asal sumber, 
proses pembuatan barang, dan/atau 
kegunaannya; dan 

c. merupakan nama yang telah digunakan 
sebagai varietas tanaman dan 
digunakan bagi varietas tanaman yang 
sejenis, kecuali ada penambahan 
padanan kata yang menunjukkan 
faktor indikasi geografis yang sejenis. 

(2) Permohonan Indikasi Geografis ditolak jika: 
(a) Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis 

tidak dapat dibuktikan kebenarannya; 
dan/atau 
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(b) memiliki persamaan pada 
keseluruhannya dengan Indikasi 
Geografis yang sudah terdaftar. 

Pasal 57: 
(1) Terhadap penolakan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 56 ayat 2 dapat 
dimintakan banding kepada Komisi 
Banding Merek. 

(2) Ketentuan mengenai banding sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 28 sampai dengan 
Pasal 32 berlaku secara mutatis mutandis 
bagi permintaan banding sebagaimana 
dimaksud pada ayat 1. 

Pasal 58: 
(1) Pemeriksaan substantif Indikasi Geografis 

dilakukan oleh Tim Ahli Indikasi Geografis. 
(2) Ketentuan mengenai pemeriksaan 

substantif Merek sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 26 
berlaku secara mutatis mutandis bagi 
pemeriksaan substantif sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1). 

Pasal 59: 
(1) Tim Ahli Indikasi Geografis sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 58 ayat 1 merupakan 
tim independen untuk melakukan penilaian 
mengenai Dokumen Deskripsi Indikasi 
Geografis dan memberikan 
pertimbangan/rekomendasi kepada 
Menteri sehubungan dengan pendaftaran, 
pengubahan, pembatalan, dan/atau 
pengawasan Indikasi Geografis nasional. 

(2) Anggota Tim Ahli Indikasi Geografis 
sebagaimana dimaksud pada ayat 1 
berjumlah paling banyak 15 (lima belas) 
orang terdiri atas para ahli yang memiliki 
kecakapan di bidang Indikasi Geografis 
yang berasal dari: 
a. perwakilan dari Menteri; 
b. perwakilan dari kementerian yang 

membidangi masalah pertanian, 
perindustrian, perdagangan, dan/atau 
kementerian terkait lainnya; 

c. perwakilan instansi atau lembaga yang 
berwenang untuk melakukan 
pengawasan dan/atau pengujian 
terhadap kualitas barang dan/atau 

d. ahli lain yang kompeten. 
(3) Anggota Tim Ahli Indikasi Geografis 

sebagaimana dimaksud pada ayat 2 
diangkat dan diberhentikan oleh Menteri 
untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun. 

(4) Tim Ahli Indikasi Geografis dipimpin oleh 
seorang ketua yang dipilih dari dan oleh 
para anggota Tim Ahli Indikasi Geografis.  

(5) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya 
sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Tim 
Ahli Indikasi Geografis dibantu oleh tim 
teknis penilaian yang keanggotaannya 
didasarkan pada keahlian. 

Pasal 60: 
Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan 
tata cara pendaftaran Indikasi Geografis serta 
pengangkatan anggota, susunan organisasi, 
tugas, dan fungsi Tim Ahli Indikasi Geografis 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 sampai 
dengan Pasal 59 diatur dengan Peraturan 
Menteri. 
Pasal 61 : 
(1) Indikasi Geografis dilindungi selama 

terjaganya reputasi, kualitas, dan 
karakteristik yang menjadi dasar 
diberikannya perlindungan Indikasi 
Geografis pada suatu barang. 

(2) Indikasi Geografis dapat dihapus jika: 
a. tidak dipenuhinya ketentuan 

sebagaimana dimaksud pada ayat 1 
dan/atau  

b. melanggar ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 56 ayat 1 huruf 
a. 

Pasal 62: 
(1) Tim Ahli Indikasi Geografis atas inisiatifnya 

sendiri atau laporan masyarakat melakukan 
penelitian terhadap reputasi, kualitas, dan 
karakteristik Indikasi Geografis terdaftar 
serta melaporkannya kepada Menteri. 

(2) Dalam hal Menteri menerima laporan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan 
berasal dari Tim Ahli Indikasi Geografis, 
Menteri meneruskan laporan tersebut 
kepada Tim Ahli Geografis paling lama 30 
(tiga puluh) hari terhitung sejak 
diterimanya laporan tersebut. 

(3) Dalam waktu paling lama 6 ( enam) bulan 
terhitung sejak diterimanya laporan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Tim 
Ahli Indikasi Geografis melakukan 
pemeriksaan dan memberitahukan hasil 
keputusannya serta langkah yang harus 
dilakukan kepada Menteri. 

(4) Dalam hal hasil keputusan menyatakan 
Indikasi Geografis memenuhi ketentuan 
untuk dihapus sebagaimana dimaksud 
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dalam Pasal 61 ayat (2), dalam waktu paling 
lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak 
diterimanya hasil keputusan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) Menteri 
melaksanakan penghapusan. 

(5) Dalam hal Menteri memberikan keputusan 
penghapusan terhadap Indikasi Geografis, 
Menteri memberitahukan secara tertulis 
kepada Pemohon atau Kuasanya dan 
kepada seluruh Pemakai Indikasi Geografis, 
atau melalui Kuasanya paling lama 14 
(empat belas) hari terhitung sejak 
diterimanya keputusan tersebut. 

(6) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) 
hari terhitung sejak diputuskannya hasil 
penghapusan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (5) keputusan tersebut diumumkan 
dalam Berita Resmi Indikasi Geografis. 

(7) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada 
ayat (6) harus menyatakan penghapusan 
Indikasi Geografis dan berakhirnya hak atas 
pemakaian Indikasi Geografis oleh Pemakai 
Indikasi Geografis. 

(8) Keberatan terhadap penghapusan Indikasi 
Geografis sebagaimana dimaksud pada ayat 
(5) dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga 
paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak 
diterimanya keputusan penghapusan 
tersebut. 

Pasal 63: 
Indikasi asal dilindungi tanpa melalui kewajiban 
pendaftaran atau secara deklaratif sebagai 
tanda yang menunjukkan asal suatu barang 
dan/atau jasa yang benar dan dipakai dalam 
perdagangan. 
Pasal 64:  
Indikasi asal merupakan ciri asal barang 
dan/atau jasa yang tidak secara langsung 
terkait dengan faktor alam. 
Pasal 65: 
Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi asal 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dan 
Pasal 64 diatur dengan Peraturan Menteri. 
Pasal 66: 
Pelanggaran atas Indikasi Geografis mencakup: 
a. pemakaian Indikasi Geografis, baik secara 

langsung maupun tidak langsung atas 
barang dan/atau produk yang tidak 
memenuhi Dokumen Deskripsi Indikasi 
Geografis; 

b. pemakaian suatu tanda Indikasi Geografis, 
baik secara langsung maupun tidak 

langsung atas barang dan/atau produk yang 
dilindungi atau tidak dilindungi dengan 
maksud untuk: 
1. menunjukkan bahwa barang dan/atau 

produk tersebut sebanding kualitasnya 
dengan barang dan/atau produk yang 
dilindungi oleh Indikasi Geografis; 

2. mendapatkan keuntungan dari 
pemakaian tersebut; atau 

3. mendapatkan keuntungan atas reputasi 
Indikasi Geografis. 

c. pemakaian Indikasi Geografis yang dapat 
menyesatkan masyarakat sehubungan 
dengan asal-usul geografis barang itu; 

d. pemakaian Indikasi Geografis oleh bukan 
Pemakai Indikasi Geografis terdaftar; 

e. peniruan atau penyalahgunaan yang dapat 
menyesatkan sehubungan dengan asal 
tempat barang dan/atau produk atau 
kualitas barang dan/atau produk yang 
terdapat pada: 
1. pembungkus atau kemasan; 
2. keterangan dalam iklan; 
3. keterangan dalam dokumen mengenai 

barang dan/atau produk tersebut; atau  
4. informasi yang dapat menyesatkan 

mengenai asal usulnya dalam suatu 
kemasan. 

f. tindakan lainnya yang dapat menyesatkan 
masyarakat luas mengenai kebenaran asal 
barang dan/atau produk tersebut.  

Pasal 67: 
(1) Terhadap pelanggaran sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 66 dapat diajukan 
gugatan. 

(2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dapat dilakukan oleh: 
a. setiap produsen yang berhak 

menggunakan Indikasi Geografis; 
dan/atau 

b. lembaga yang mewakili masyarakat di 
kawasan geografis tertentu dan yang 
diberi kewenangan untuk itu. 

Pasal 68: 
(1) Dalam hal sebelum atau pada saat 

dimohonkan pendaftaran sebagai Indikasi 
Geografis, suatu tanda dipakai dengan 
itikad baik oleh pihak lain yang tidak berhak 
mendaftar menurut ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 
(3), pihak yang beritikad baik tersebut tetap 
dapat menggunakan tanda tersebut untuk 
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jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak 
tanda tersebut terdaftar sebagai Indikasi 
Geografis. 

(2) Dalam hal tanda sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) telah terdaftar sebagai 
Merek. Menteri membatalkan dan 
mencoret pendaftaran Merek tersebut 
untuk seluruh atau sebagian jenis barang 
yang sama setelah jangka waktu 2 (dua) 
tahun terhitung sejak tanda tersebut 
terdaftar sebagai Indikasi Geografis. 

(3) Pembatalan dan pencoretan pendaftaran 
Merek sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) diberitahukan secara tertulis kepada 
pemilik Merek atau Kuasanya dengan 
menyebutkan alasannya. 

(4) Pembatalan dan pencoretan pendaftaran 
Merek sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) dicatat dan diumumkan dalam Berita 
Resmi Merek. 

(5) Pembatalan dan pencoretan pendaftaran 
Merek sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) mengakibatkan berakhirnya 
perlindungan hukum atas Merek tersebut 
untuk seluruh atau sebagian jenis barang 
yang sama. 

(6) Keberatan terhadap pembatalan dan 
pencoretan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dapat diajukan kepada Pengadilan 
Niaga. 

(7) Terhadap putusan Pengadilan Niaga 
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat 
diajukan kasasi.  

Pasal 69: 
(1) Pemegang Hak atas Indikasi Geografis 

dapat mengajukan gugatan terhadap 
Pemakai Indikasi Geografis yang tanpa hak 
berupa permohonan ganti rugi dan 
penghentian penggunaan serta 
pemusnahan label Indikasi Geografis yang 
digunakan secara tanpa hak. 

(2) Untuk mencegah kerugian yang lebih besar 
pada pihak yang haknya dilanggar, hakim 
dapat memerintahkan pelanggar untuk 
menghentikan kegiatan pembuatan, 
perbanyakan, serta memerintahkan 
pemusnahan label Indikasi Geografis yang 
digunakan secara tanpa hak. 

Pasal 70: 
(1) Pembinaan Indikasi Geografis dilakukan 

oleh pemerintah pusat dan/atau 

pemerintah daerah sesuai dengan 
kewenangannya. 

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) meliputi: 
a. persiapan untuk pemenuhan 

persyaratan Permohonan Indikasi 
Geografis; 

b. Permohonan pendaftaran Indikasi 
Geografis; 

c. pemanfaatan dan komersialisasi 
Indikasi Geografis; 

d. sosialisasi dan pemahaman atas 
perlindungan Indikasi Geografis; 

e. pemetaan dan inventarisasi potensi 
produk Indikasi Geografis; 

f. pelatihan dan pendampingan; 
g. perlindungan hukum; dan 
h. fasilitasi pengembangan, pengolahan, 

dan pemasaran barang dan/atau 
produk Indikasi Geografis.  

Pasal 71:  
(1) Pengawasan Indikasi Geografis dilakukan 

oleh pemerintah pusat dan pemerintah 
daerah sesuai dengan kewenangannya. 

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dapat pula dilakukan oleh 
masyarakat. 

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan ayat (2) dilakukan untuk: 
a. menjamin tetap adanya reputasi, 

kualitas, dan karakteristik yang 
menjadi dasar diterbitkannya Indikasi 
Geografis; dan 

b. mencegah penggunaan Indikasi 
Geografis secara tidak sah. 

(4) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) disampaikan kepada 
pemegang hak Indikasi Geografis dan/atau 
Menteri. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai 
pengawasan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur 
dalam Peraturan Menteri.   

 
PENUTUP 

A. Kesimpulan 
1. Di dalam era perdagangan global, 

Perlindungan merek secara internasional 
dimulai pada Konvensi Paris Union tahun 
1883 dan terakhir di Stockholm tahun 1967 
dimana Indonesia turut didalamnya, 
kemudian melahirkan. perjanjian 
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internasional yang lain seperti TRT dan 
WIPO di Wina pada tahun 1973. 

2.  Perlindungan hukum terhadap konsumen 
dari merek palsu secara juridis telah 
dilindungi dalam Persetujuan TRIPs dan 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 
tentang Merek dan Indikasi Geografis, 
terutama dalam Article 22 (1), yang 
menegaskan asal suatu barang termasuk 
jasa yang melekat dengan reputasi, 
karakteristik dan kualitas suatu barang yang 
dikaitkan dengan wilayah tertentu 
dilindungi secara hukum, tidak berasal dari 
wilayah sebagaimana disebutkan.  

3. Ketentuan sebagaimana diatur dalam 
Persetujuan TRIPs oleh Indonesia telah 
diresepsi dalam Undang-Undang yang lama 
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 
tentang Merek dan Undang –Undang yang 
baru yaitu Undang-Undang Nomor 20 
Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi 
Geografis terutama dalam Pasal 56 sampai 
dengan Pasal 59 (UU lama) dan Pasal 53 
sampai dengan Pasal 71 yang baru.  

 
B. Saran 

Indonesia sebagai negara yang telah 
meratifikasi banyak konvensi termasuk 
konvensi WIPO yang melahirkan TRIPs. 
Konvensi-konvensi tersebut saat ini telah 
menjadi rujukan dalam penyusunan kaedah 
hukum tentang Hak Kekayaan Intelektual di 
negaranya masing-masing termasuk Indonesia. 
Kesemua ini pada gilirannya membawa 
pengaruh dan perubahan sejarah yang 
signifikan terhadap pertumbuhan pengaturan 
Hak Kekayaan Intelektual termasuk terhadap 
merek dan Indikasi geografis di berbagai negara 
di dunia termasuk Indonesia. Untuk itu 
Indonesia sebagai negara anggota wajib apabila 
dimungkinkan dalam peraturannya untuk para 
pihak yang berkepentingan wajib melindungi 
masyarakat/konsumen dan melarang suatu 
barang yang mengandung indikasi geografis 
yang sebenarnya tidak berasal dari wilayah 
sebagaimana disebutkan dan penggunaan 
indikasi serupa itu menyesatkan 
masyarakat/konsumen mengenai asal barang 
sesungguhnya 
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